
BENCANA

1. BENCANA ALAM:
 - Gempabumi         - Gunung api
 - Tsunami   - Cyclon
 - Banjir    - Forest fire 
 - Kekeringan dsb

2. BENCANA Human Error/” MAN MADE” 
 - Polusi/Pencemaran/Kecelakaan
 - Ledakan Nuklir
 - Kerusuhan dsb

3. KOMBINASI ALAM DAN HUMAN ERROR
 - Banjir
 - Longsor dsb



TANTANGAN DAN KESEMPATAN 
BAGI  PEMDA

Daerah harus segera membentuk badan yg berkoordinasi dg BNPB; ps. 18(2) 
UU No.24/2007; Sistem penanganan bencana berdasarkan Perpres No.
83/2005 (Bakornas, Satkorlak, Satlak) terbukti kurang efektif.

Paradigma penanggulangan bencana harus diubah; 
– Fatalistik-Reaktif  Terencana-Proaktif
– Tanggap darurat  Pengurangan risiko
– Sentralistik  Otonomi Daerah
– Pemerintah-sentris  Partisipatif

Rencana Aksi Daerah (RAD) dapat segera disusun;
– PB dari fungsi ketika tidak ada bencana, kesiapsiagaan, tanggap-darurat, hingga 

rehabilitasi-rekonstruksi
– Penyatuan fungsi BPBD dg SKPD yg sudah ada

Daerah punya peluang untuk mewujudkan sistem perencanaan 
penanggulangan bencana yang komprehensif;

– Pembagian kewenangan provinsi-kabupaten/kota kini lebih jelas (PP No.38/2007)
– SOT dapat disesuaikan dengan kebutuhan daerah (self-assessment), sesuai PP 

No.41/2007



Tidak ada Bencana
1. Perencanaan PB;
2. Pengurangan risiko bencana;
3. Pencegahan;
4. Pemaduan dalam Renbang;
5. Pensyaratan analisis risiko bencana; 
6. Penegakan rencana tata ruang;
7. Pendidikan dan pelatihan; dan
8. Persyaratan standar teknis PBKesiapsiagaan

-Mitigasi
-Kesiapan
-Peringatan Dini

Fungsi 
Koordinasi

Fungsi
Komando

PENANGGULANGAN BENCANA

Pemulihan
•Rehabilitasi
•Rekonstruksi

Pada Saat Darurat
1. Kajian kilat
2. Penetapan status Bencana
3. SAR
4. Pemenuhan kebutuhan dasar
5. Perlindungan klp rentan
6. Pemulihan sarana kunci



Sistem Penanggulangan Bencana

Terdiri atas komponen:
Hukum, Peraturan dan Perundangan
Kelembagaan
Perencanaan 
Penyelenggaraan PB
Pengelolaan Sumberdaya
Pendanaan



Sistem Peraturan dan Perundangan
Nasional:
– Undang-undang No. 24/2007 
– Peraturan Pemerintah

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
Peran Lembaga Usaha dan Internasional
Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana

– Peraturan Presiden
Penentuan Status dan Tingkatan Bencana
Pembentukan BNPB (dan BPBD)
Rencana Nasional Penanggulangan Bencana (NDM Plan)
Prosedur Tetap Kedaruratan (National Response Plan)

Daerah
– Peraturan Daerah

Rencana Aksi Daerah untuk Penanggulangan Bencana
Pembentukan BPBD 

– Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota
Rencana Daerah Penanggulangan Bencana (LDM Plan)
Prosedur Tetap Kedaruratan Daerah (Disaster Response 
Plan)





Wewenang Pemda
1. Menetapkan kebijakan PB di wilayahnya 

selaras dg kebijakan pembangunan daerah
2. Memasukkan unsur PB dlm rencana 

pembangunan
3. Kerjasama PB dg provinsi dan/atau kabupaten/

kota lain
4. Mengatur penggunaan teknologi yg berpotensi 

sebagai sumber ancaman & bahaya bencana 
di wilayahnya

5. Mencegah penguasaan & eksploitasi SDA yg 
melebihi kemampuan alam di wilayahnya

6. Menertibkan pengumpulan & penyaluran dana 
dan barang bantuan di wilayahnya.



Matriks Penyelenggaraan
Kegiatan BNPB BMG Sos PU SAR PMI TNI LSM dst

Perencanaan PB X
Pencegahan X X X
Peringatan Dini X X
Pelatihan X X X X X X
Penyelamatan X X X X
Perlindungan X X X X X X
dst nya



Kelembagaan BPBD

Kepala
BPBD

Unsur Pengarah Unsur Pelaksana

Pejabat Pemerintah

Masyarakat Profesional

Merupakan Kewenangan
 Pemerintah, terdiri atas:

Tenaga Profesional dan Ahli



SUMBER DANA 
PENANGGULANGAN BENCANA

Dana darurat APBN untuk Pemda   
[UU No.32/2004 ps.164(3)]
Bantuan pemerintah      
[UU No.32/2004 ps.65-68]
Dana siap pakai untuk BNPB    
[UU No.24/2007 ps.62(2)]
APBD [UU No.24/2007 ps.8(d)]



Alokasi Anggaran Indikatif 2008: 
PRB & Pengendalian Wabah Penyakit Menular 

No Fokus Indikatif (M) K/L

1 Penjabaran RAD 
PRB

127,3 Bakornas PB, Ristek, LIPI, DKP

2 Penguatan kapasitas 
kelembagaan dan 
peringatan dini serta 
mitigasi bencana

1.028,7 Depdagri, Bakornas PB, Depkominfo, 
Depsos, Bakosurtanal, BPPT, LAPAN, 
BMG

3 Pengarusutamaan 
PRB dalam rencana 
tataruang

277,0 Bakosurtanal, PU, DKP, Depdagri

4 Mendukung 
pengendalian wabah 
penyakit dan Flu 
Burung

604,3 DPU, Bakosurtanal, Depdagri

Total 9.412,7



RAD Penanggulangan Bencana
HYOGO FRAMEWORK

UU Penanggulangan 
Bencana

Rencana Aksi Nasional 
Penanggulangan 

Bencana

Rencana Aksi Daerah 
Penanggulangan 

Bencana

Formalisasi Kebijakan 
(SK Bupati/Walikota)

Acuan bagi Program 
dan Kegiatan oleh 

Masyarakat

RPJPD

RPJMD

RENSTRA
SKPD

KUA dan PPAS

RKPD
Musrembang

APBD

APBD-P



Tugas 
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)

1. Menetapkan pedoman & pengarahan PB sesuai 
kebijakan Pemda dan BNPB

2. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta 
PB

3. Menyusun & menetapkan Protap PB
4. Melaksanakan penyelenggaraan PB
5. Melaporkan penyelenggaraan PB sebulan sekali 

dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi 
bencana

6. Menertibkan pengumpulan dan penyaluran bantuan 
uang dan barang

7. Mempertanggungjawabkan penggunaan APBD
8. Melaksanakan kewajiban lain sesuai peraturan 

perundangan.



UU 17/2003 UU 1/2004 UU 15/2004UU 25/2004 UU 33/2004

PP PP PP

PERMENDAGRI 13 / 2006
Pedoman Pengelolaan 

keuangan Daerah

misal: PP 24/2005

PP 58/2005:
Pengelolaan Keuda

(Omnibus Regulation)

UU 32/2004

Pasal 182 &  Pasal 
194 UU 32/2004

Pasal 69 & Pasal 
86 UU 33/2004Pasal 155 PP 58 /2005

Perda Pokok2

Pengelolaan Keu Daerah

Perda ttg Sistem & Prosedur
Pengelolaan Keu Daerah

Psl 330 Permendagri 13/2006 Kandungan lokal 
berdasarkan kesepakatan 

bersama yg tidak 
bertentangan dng 

peraturan perUUan

Apa saja Ketentuan ttg Penganggaran yg harus 
diperhatikan?

SE ttg Pedoman Penyusunan 
RKA - SKPD

1

Psl 151 Ayat 1 PP 
58 / 2005

Psl 151  Ayt 1 PP 58 /2005



PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Perencanaan Pelaksanaan Penatausahaan Pertgjwban Pengawasan

Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah

• Laporan Realisasi 
Anggaran

• Neraca
• Laporan Arus Kas
• Catatan atas 

Laporan Keuangan

 Laporan Keuangan 
diperiksa oleh BPK

 Ranperda tentang 
Pertanggungjawaban 

Pelaksnan APBD  

 Akuntansi
Keuangan Daerah

Pemeriksaan 
Ekstern

• Pemberian 
Pedoman

• Bimbingan
• Supervisi
• Konsultasi
• Pendidikan
• Pelatihan
• Penelitian dan 

Pengembangan

 Pembinaan:

Pengawasan 
terhadap 
pelaksanaan 
Perda tentang 
APBD

Pengendalian 
Intern

DPA-SKPD

 S P D
(Surat Penyediaan 

Dana)

 Laporan Realisasi 
Semester Pertama

 Perubahan APBD

Rancangan
 DPA-SKPD

Ranc. 
Anggaran 
Kas SKPD

Anggaran 
Kas Daerah

 Pelksnaan Angg. 
Pembiayaan

• Pengadaan barang & 
Jasa, Rapat2, dll.

• Pembayaran Gaji
• . . . (dll)

Pelksnaan Angg. 
Belanja

 Pelksnaan Angg. 
Pendapatan

Intensifikasi
Ekstensifikasi

Penatausahaan 
Belanja

Bendahara
Pengeluaran

oleh

Penatausahaan 
Pendapatan

Bendahara
Penerimaan

oleh

Kekayaan dan 
Kewajiban daerah

• Kas Umum
• Piutang
• Investasi
• Barang
• Dana Cadangan
• Utang

 Akuntansi
Keuangan Daerah

Penatausahaan 
Pendanaan Tugas 

Pembantuan

RPJMD

RKPD

KUA PPAS

Nota 
Kesepakatan

Pedoman Penysnan
 RKA-SKPD

 RKA-SKPD

 APBD

Renstra 
SKPD

Renja 
SKPD

RKP

Permendagri 
ttg Penyusu-
nan APBD

Pnjbaran APBD

Evaluasi RAPBD 
& RPAPBD

RPAPBD

Pmbhasan RAPBD



1

1

Tiap rupiah yg dibelanjakan 
harus menghasilkan kinerja 

tertentu (pencegahan, 
diklat, mitigasi, tanggap-

darurat, rekonstruksi, dsb)

ANGGARAN KINERJA

KEBIJAKAN
program APA dan UNTUK 

APA?

MANAJEMEN
BAGAIMANA program & 
kegiatan dilaksanakan?

UNTUK BENCANA



PENCAPAIAN KINERJA YANG TERUKUR 
UNTUK PENANGGULANGAN BENCANA

KODEKODE BIDANG URUSAN 
PEMERINTAHAN DAERAH

SASARAN 
PROGRAM / 
KEGIATAN

TARGET (%) ORGANISASI
PAGU 

INDIKATIF 
(Juta Rupiah)

A B C D E F G

URUSAN WAJIB

1 01 PENDIDIKAN Diklatprov

Program Pelatihan SAR

Kegiatan 

. . .

1 02 PEKERJAAN UMUM PU Cipta Karya

Program Pencegahan Banjir 

Kegiatan: Pembuatan Sabo

. . .

. . .

Tabel 1 di Subbab 2 pada KUA

Sesuaikah? Periksa dalam:
• Isu strategis faktual
• Batas kewenangan & TUPOKSI
• Kewajiban Daerah, DPRD & KDH

Wajarkah terhadap beban 
kerja (di kolom D & E)?



Terima kasih tulus kami
kepada semua pihak yg 

telah membantu 
meringankan derita kami.


